SALINAN

WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN
NOMOR 13 TAHUN 2016

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SISTEM ONLINE
TINGKAT SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH, SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH, SEKOLAH MENENGAH ATAS /MADRASAH
ALIYAH, DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DI KOTA PADANGSIDIMPUAN

Menimbang

Mengingat

ca.

. 1.

TAHUN PELAJARAN 2016/2017
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN,

bahwa untuk melaksanakan Peraturan Bersama Antara Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Agama Nomor
2/VII/PB/2014 Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penerimaan
Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak/Raudhatul
Atfal/Bustanul Athfal dan Sekolah/Madrasah dan untuk
kelancaran, transparansi, akuntabilitas pelaksanaan
Penerimaan Peserta Didik Baru Tingkat Sekolah
Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/
Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas/Madrasah
Aliyah, dan Sekolah  Menengah Kejuruan Di Kota
Padangsidimpuan Tahun Pelajaran 2016/2017, perlu dilakukan
perubahan sistem Penerimaan Peserta Didik Baru dari sistem
manual menjadi sistem online;

bahwa untuk pelaksanaan sistem Penerimaan Peserta Didik
Baru Secara Online, perlu ditetapkan petunjuk teknis;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik
Baru Sistem Online Tingkat Sekolah Dasar/Madrasah
Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah,
Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah, dan Sekolah
Menengah Kejuruan Di Kota Padangsidimpuan Tahun Pelajaran
2016/2017;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan
Kota Padangsidimpuan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4111);



Menetapkan :

-2-

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia 4301);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang
Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990
Tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3764);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);

Peraturan Bersama Antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
dan Menteri Agama Nomor 2/VII/PB/2014 Nomor 7 Tahun 2014
tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-
Kanak/Raudhatul Atfal/Bustanul Athfal dan Sekolah/Madrasah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 908);

Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 01 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Padangsidimpuan
(Lembaran Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun 2008 Nomor
01, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor
01);

Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 06 Tahun 2008
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun 2008 Nomor 06);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN  WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
SISTEM ONLINE TINGKAT SEKOLAH DASAR/MADRASAH
IBTIDAIYAH, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/MADRASAH
TSANAWIYAH, SEKOLAH MENENGAH ATAS/MADRASAH
ALIYAH, DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DI KOTA
PADANGSIDIMPUAN TAHUN PELAJARAN 2016/2017.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1.
2.
3.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Daerah adalah Kota Padangsidimpuan.
Walikota adalah Walikota Padangsidimpuan.

Dinas adalah Dinas Pendidikan Daerah Kota
Padangsidimpuan.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Daerah Kota
Padangsidimpuan.

Bidang Dinas adalah Bidang Dinas di lingkungan Dinas
Pendidikan Daerah Kota Padangsidimpuan.

Kepala Bidang adalah Kepala Bidang di lingkungan Dinas
Pendidikan Daerah Kota Padangsidimpuan.

Sekolah adalah Satuan Pendidikan Formal meliputi Sekolah
Dasar yang selanjutnya disingkat SD, Sekolah Menengah
Pertama yang selanjutnya disingkat SMP, Sekolah Menengah
Atas yang selanjutnya disingkat SMA, dan Sekolah
Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK.

Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI adalah
Satuan Pendidikan Formal sederajat dengan SD, Madrasah
Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat MTs adalah Satuan
Pendidikan Formal sederajat dengan SMP, Madarasah Aliyah
yang selanjutnya disingkat MA adalah Satuan Pendidikan
Formal sederajat dengan SMA, yang berada di bawah
Kementerian Agama.

Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat
PPDB adalah Penerimaan Peserta Didik Baru pada tingkat
SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK.

Surat Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat SHUN
adalah Daftar Nilai Ujian Nasional yang selanjutnya
disingkat DNUN yang diberikan kepada peserta didik yang
akan menyelesaikan jenjang pendidikan dan diselenggarakan
secara Nasional.

Nilai Akhir pada SHUN adalah Nilai yang diperoleh dari Nilai
Ujian Sekolah dan Nilai Ujian Nasional.

IJAZAH adalah surat pernyataan resmi dan syah dari Kepala
Sekolah yang menerangkan bahwa pemegang tanda Tamat
Belajar pada tingkat/jenjang satuan pendidikan.

Peserta didik adalah peserta didik pada satuan pendidikan
SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK.

Seleksi adalah proses penyaringan calon peserta didik
berdasarkan persyaratan yang ditetapkan.

Rasio adalah perbandingan kapasitas jumlah ruang dengan
dengan jumlah peserta didik.



BAB II
PELAKSANAAN

Pasal 2
Pelaksanaan PPDB dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan

Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Walikota ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kota Padangsidimpuan.

Ditetapkan di Padangsidimpuan
pada tanggal 14 Maret 2016
WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN,
Ttd.
ANDAR AMIN HARAHAP

Diundangkan di Padangsidimpuan
pada tanggal 15 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA
PADANGSIDIMPUAN,

Ttd.
ZULFEDDI

BERITA DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2016 NOMOR 13




